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Menimbang

Mengingat : I

a.

b.

c

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik d:lam suatu jaringan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dalam
penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik untuk
memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan
informasi hukum yang dibutuhkan;
bahwa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Dalarn Negeri dan Femerintah Daerah, perlu paytns
hukum tenreng Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kabupa.ten Konawe Selatan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di rnaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu di
tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
1L1s1fo rkean Informasi Rrblik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol 1 tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-Undangan fi-mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor a2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2341;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbehan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 ?ahun 2O15 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
PengeloLaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
ss[agaimnn4 telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2O14
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Kementerian [alam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

UEIUTUSKAIT:

Menetapkan : PERAflIRAtrl BT PATI TEilTAI$G JARIfcAtr IX)KITilETTASI
DA,r IilT1ORTASI HT'XUU XABT'PATEIT KOITAWE STLITTAIT

BAB I
XEIEIITUAT I'UUU

Prsd 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupa.ten Konawe Selaan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Seketariat Daerah Kabupa.ten

Konawe Selatan;
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat

JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara
tertib, terpa.du dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepa.t;

6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-
undangan 5rang meliputi narnun tidak terbatas pada putusan pengadilan,
5rurisprodensi, monografi hukum, artikel majatah hukum, buku hukum,
penelitian hukum, pengkAiian hukum, naskah akademis dan rancangan
peraturan perundangundangan.

7. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung
dalam dokumen hukum;

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan perrdayagunaan
informasi hukum.
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BAB II
TU.'UA'I|
Palal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupa.ten Konawe
Selatan bertujuan untuk:
a. menjarnin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan

akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai

salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB Iu
PEI{GEII}I"AAIT

Paral 3
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh
Bagran Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Par.l 4
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Konawe
Sel,atan dapa.t diakses melalui website-

P.sal 5
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:
a. Pengumpulan, pengol,ahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagr:n^rrt

informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan

komunikasi yang dapat di integrasikan dengan website JDIH Provinsi
Sulawesi Tenggara;

c. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pengelola
JDIH Kabupa.ten Konawe Selatan;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupa.ten Konawe
Setratan;

e. Evaluasi pelaksanaan JDIH Kabupaten Konawe Selatan dilakul<an paling
sedikit I (satu) kali dalam setahun.

Passl 6
(1) Jaringan Dokumentasi dan Infiormasi Hukum Kabupa.ten Konawe Selatan

terdiri dari pusat jaringan dan anggota jaringan;
(2) Pusat jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bag)an Hukum

Sekretariat Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan;
(3) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan;

Panl 7
pengelolaan JDIH dibentuk Tim Jaringan
Hukum Kabup.ten Konawe Selatan yang

Dalarn rangka kelancaran
Dokumentasi dan Inforrnasi
ditetapkan oleh Bupati.
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BAB III
PTIiGWBAf,GAII SI'UBER DAYA PETGEI,OIT JI'IH

Prrd 8
Dalam rangka mendukung program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan di perlukan adanya kegiatan konsultasi,
pelatihan dan sosialisasi guna menunjang pelaksanaan program
pengembangan sumber daya pengelola JDIH yang pelaksanaanya di
selenggarakan oleh Bagian Hukum Selrretariat Daerah Kabupa.ten Konawe
Selatan.

BAB V
PEXDIITAAIT

Peral 9
Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Konawe Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya rtalam Berita Daerah Kabupa.ten Konawe
Selatan.
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Kepala SETDA
Kabupa Selatan,

Peobina Utama uda,Gol.IV/c
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BAA VI
PEIIUTUP
Pasal 1(}

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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